WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 313 TAHUN 2022
TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 711 TAHUN 2021 TENTANG LAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG (PBG) MELALUI APLIKASI SIMBG TANPA RETRIBUSI

Menimbang

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung;

bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet
Republik Indonesia Nomor

B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari
2022 perihal Penyelesaian Permasalahan Pelayanan
Penerbitan PBG  serta Pelaksaaan Kebijakan
Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan, maka
Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 711 Tahun
2021 tentang Layanan Penertiban Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) melalui Aplikasi SIMBG

Tanpa Refribusi Perlu Dilakukan Penyesuaian;

bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PGB)
dipungut apabila telah diatur dalam Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pencabutan

Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 711



Mengingat

Tahun 2021 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) melalui Aplikasi SIMBG
Tanpa Retribusi;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 6573;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran



Memperhatikan

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018

Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Sususan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 63);

Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor
B.84/Seskab/Ekon/02/2022 Tanggal 11 Februari 2022
Tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan PBG serta
Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP

Sektor Perumahan.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Mencabut Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 711
Tahun 2021 Tentang Layanan Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) Melalui Aplikasi SIMBG Tanpa
Retribusi.

Pada saat Keputusan Wali Kota ini ditetapkan, maka
Penerbitan Persetujuan bangunan Gedung (PBG) di Kota
Banjarmasin dipungut retribusi dengan menggunakan dasar
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 3).

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin,

pada tanggal 11 4April cog2z

WALI KOTA BANJARMASIN

-

IBNU SINA



